
tentang
Republik
Lembaran

Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 tentang
Pembentukan Daerab-Daerab Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubab dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1968 ten tang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubab Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 tentang
Pembentukan Daerab-Daerab Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1968 Nomor 31, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1999 Nomor 75, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerab
Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tabun 2023 ten tang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten CirebonTabun Anggaran 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
CirebonTahun Anggaran 2022;

BUPATICIREBON,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2022

TENTANG

PERATURANBUPATICIREBON
NOMOR84 TAHUN2023

Mengingat

Menimbang

NOMOR 84 TAHUN 2023

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6523);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan. Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor119,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor5161);
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Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor41, Tambahan LembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor6321);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewart Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan PresidenNomor16Tahun 2018 tentang Pengadaan
BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021Nomor63);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor630) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
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Rp 1.561.612.475.084,00
Rp 1.315.507.381.917,00

RpO,OO
RpO,OO

Rp3.960.950.401.341,52

Rp795.263.842.278,52
Rp3.068.151.089.013,00

Rp97.535.470.050,00

a. Pendapatan AsliDaerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah

Jumlah Pendapatan
2. Belanja

a. Belanja Operasi :
1). Belanja Pegawai
2). Belanja Barang dan Jasa
3). Belanja Bunga
4). Belanja Subsidi

Pasal 1

LaporanRealisasiAnggaranTahun Anggaran2022 terdiri atas :
1. Pendapatan

PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2022.
PELAKSANAANPERTANGGUNGJAWABAN
TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN

MEMUTUSKAN:

BUPATIPERATURAN

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

26. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2019 Nomor1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
RepublikIndonesiaTahun 2020 Nomor1781);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2021 Nomor 8);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2022 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten CirebonTahun 2022 Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2023
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 6)
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Rp668.961.158.4 76,00

(Rp27.972.221.284,48)

Rp644.260.169.000,00

RpI5.433.844.000,00

Rp628.826.325.000,00

Rp24. 700.989.4 76,00

Rpl.328.618.094,00

Rp23.372.371.382,00

Rp3.319.961.464.150,00

Rp20.656.013.104,00

Surplus / (Defisit) (1 - ( 2 +3))

Keuangan Khusus Daerah
Provinsi atau
Kabupaterr/Kota kepada
Desa

Jumlah Belanja Bantuan
Transfer
Jumlah Transfer

Bantuan

atau
kepada

Provinsi
Kabupaten /Kota
Desa

2) Belanja

Pemerintah Desa
Jumlah Belanja Bagi Hasil

b. Belanja bantuan Keuangan

1)Belanja Bantuan
Keuangan Umum Daerah

Daerah
Kepada

Retribusi
Kabupaterr/Kota

HasilBagi

c. Belanja Tidak Terduga :

Jumlah Belanja (a + b+ c)
3. Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

1).Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah kepada
Pemerin tahan
Kabupaten zKota dan
Desa

2).Belanja

5). Belanja Aset Tetap Rp493.547.200,00
Lainnya

Jumlah Belanja Modal Rp314.155.622.794,00

Rp177 .695.224.847,00

Rp 43.119.333.179,00

Rp2.691.148.916,00
Rp90.156.368.652,00

Rp 83.174.048.251,00
Rp 24.855.923.000,00

Rp 2.985.149.828.252,00

b. Belanja Modal:
1). Belanj a Tanah
2). Belanja Peralatan dan

Mesin
3). Belanja Gedung dan

Bangunan
4). Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan

5). Belanja Hibah
6). Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
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KABUPATENCIREBONTAHUN2023 NOMOR 84

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 September 2023

IMRON

Ttd

BUPATICIREBON,

Ditetapkan di Sumber
pada tanggaI 29 September 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasa14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
mi.

Pasal2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rp344.957.927.434,86

Rp 372.930.148.719,34

Rp378.206.410.319,34
(Rp5.276.261.600,00)

4. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan
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